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Abstract

Post New Order Regime Soeharto, the media took rule as a four estate of Indonesian
democracy. How are thelocal dynamic between press freedom and public interest in Province of
Nangroe Aceh Daarussalam (NAD) facing the Qonun Media Islam? This paper will elaborate on
dynamic contestation of press freedom and public interest based on local study case in Province
of Nangroe Aceh Daarussalam challenging the three important thing: (1) the contestation of
press freedom as a part modern democratic values in the field of decentralization and special
autonomy of Province NAD; (2) the dynamic contestation of press freedom and public interest’s
concept between goverment’s actor, political parties, media and civil society; (3) the contesta-
tion between press freedom as part of modern democratic concept and local Islamic law aswell
as regulated by UU PA. Based on case method, | concluded that the root contestation of press
fredom and public interest based on; (1) different intrepretation of democratic values and local
Islamic Law among local government, political parties, media and civil society; (2) paradoxs
between the regulation of democratic decentralization and special authonomy of Nangroe Aceh
Daarussalam Province and National Media Regulation System.

Abgrak

Pascarezim Orde Baru Soeharto, mediamemiliki peran penting sebagai pilar keempat demokras
di Indonesia. Dinamika antara kebebasan pers dan kepentingan publik di level lokal terkait dengan
rencana pemberlakuan Qonun Medialdami di Propins NangroeAceh Daarussalam (NAD). Pendlitian
ini hendak mengelaboras tiga hd penting: (1) kontestasi kebebasan pers sebagal salah satu bagian dari
nilai-nilai demokras—dalam arenadan desentras dan otonomi khususdi Propins NAD; (2) kontestas
konsep kebebasan pers dan kepentingan publik antara aktor Negaraatau Pemerintah Daerah, partal
politik (parpol), civil society; (3) kontestasi kebebasan persdan syariat |damloka sebagaimanayang
diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Dengan menggunakan metode studi kasus,
sayamenyimpulkan bahwaakar kontestas antarakebebasan pers dan kepentingan publik bersumber
dari duahal: (1) adanyainterpretas dan sudut pandang yang berbedaterhadap nilai-nilai demokras
dan nilai syariat |slam antara Negara atau Pemerintah Daerah, parpol, mediadan masyarakat sipil;
(2) adanyaparadoksregulas yang mengatur sistem desentralisasi dan otonomi khusus di Propins
NAD danregulas sissemmedianasional.

Katakunci: kebebasan pers, kepentingan publik, gonun medialdlami
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Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan salah satu
prasarat mendasar dalam demokratisasi. Kebe-
basan pers, kepentingan publik dapat direpresen-
tasikan melaui mediasecara demokratis. Tafsir
tentang kebebasan persdalam negarademokras
ini menyimpan berbaga dilema Kebebasan pers
daam praktiknyajustru dianggap belum sepenuh-
nyasejaan dengan kepentingan publik.

Padakonteksinilah persodaninterpretas
konsep, praktik kebebasan pers (pressfreedom),
dan kepentingan public (publicinterest) semakin
mengemuka. Masing-masing aktor dan pelaku
dalamindustri mediadan publik seringkai memiliki
pemahaman, interpretas, dan konseptuaisas yang
berbeda tentang kebebasan pers dan kepentingan
publik tersebut. Konseptudisas, interpretas, pe-
mahaman, dan praktik kebebasan pers sertaaktu-
disas kepentingan publik ini dipengaruhi oleh sga
rah, kebudayaan, dan perkembangan demokrasi
di suatu wilayah masing-masing.

Peristiwayang berkembang di Aceh, men-
jadi menarik karenamedia, publik, dit politik, dan
kalangan tokoh masyarakat memiliki konsep-
tudisag, interpretas, pemahamandan praktik yang
beragam tentang kebebasan pers serta kepen-
tingan publik Acehterutama pascaditetapkannya
UU No. 11 tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh
dan rencana penyusunan gqonun media atau pers
|dami.

Kontestas kebebasan pers dan kepen-
tingan publik pascareformas semakin menguet di
Propind NangroeAceh Daarussalam. Persepd dan
interpretasi yang melahirkan konseptuaisas dan
praktik kebebasan persini semakinterlihat setelah
rencanapenyusunan “gonun” (peraturan daerah)
mengenal mediayang merepresentaskan nilai-nilai
Idam. Dengankatalain, nilai-nilai [dambagi ma-
syarakat Acehtelah dianggap sebagai nilai utama
dan bersama (common values) serta nilai-nilai
universal yang merepresentasikan kepentingan
publik. Konsekuensinya muncul sgumlah pan-
dangan agar nilai-nilai tersebut mewarnai praktik
kebebasan pers sesuai dengan syariat |lam dan
adat-igtiadat atau kebudayaan masyarakat Aceh.

Mengacu pada latar belakang tersebut,
rumusan masalah daam pendlitian ini adalah ba-

gaimana kontestasi kebebasan pers dan kepen-
tingan publik seiring dengan pemberlakukan
Qanun Medialdami di Propins Nangroe Aceh
Daarussdlam (NAD)?

Pendlitianini hendak mengelaboras tiga
hal penting yaitu; Pertama, kontestas antarake-
bebasan pers sebagai arenabagian nilai-nilai de-
mokras dalam arenadesentralisas dan otonomi
khusus di Propins NangroeAceh Daarussalam;
Kedua, kontestas antara kebebasan pers dan
kepentingan publik terkait dengan pemberlakuan
Qonun Medialdami di Propins Nangroe Aceh
Daarussalam; Ketiga, paradoksregulas konsep
kebebasan pers dan kepentingan publik di Proping
NAD berdasarkan UU No.11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh dengan UU No.40 Tahun 1999
tentang Persdan UU No.32 tentang Penyiaran?

Dilema Kebebasan Pers dan Kepentingan
Publik

Konsep kebebasan pers sering berben-
turan dengan kepentingan publik; Pertama, pene-
litian yang dilakukan oleh Pearson (2007) di Aus-
tralia menunjukkan bagaimana kebebasan pers
sering berbenturan dengan hak-hak individu seperti
reputas persond, privas dan jugaisu-isu krusia
menyangkut keamanan nasional. Dalam kenya-
taannyayang adaadaah sebuah retorikatentang
kebebasan persyang konon sgaan dengan kepen-
tingan publik dibandingkan dengan praktik ke-
bebasan pers yang benar-benar memperjuang-
kan kepentingan publik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh
Kaarle Nordengtreng (2007) mengkaji bagaimana
kebebasan pers sering hadir sebagai sebuah mitos
belaka dalam negara demokrasi. Nordenstreng
(2007) mengelaborasi bagaimana konsep kebe-
basan persterkait dengantigahal; (1) bagaimana
perkembangan konsep kebebasan persyang dika
itkan dengan paham liberalisme yang menge-
depankan “ free marketplace of ideas’ ; (2) ko-
mitmen UNESCO dalam menjalankan misinya
mempromosikan kebebasaninformas; (3) Dekla
rasi universal Hak Asasi Manusiayang membe-
rikan jaminan terhadap kebebasan pers dan ke-
bebasaninformas. Menurut Nordenstreng (2007),
konsep kebebasan yang melekat pada institus
mediamerupakan konsep yang problematisterkait
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dengan kebebasan yang melekat padalevel indi-
vidu dan sisi lain kebebasan yang melekat pada
masyarakat. Kebebasan persitu dianggap anak
kandung ideologi demokrasi liberal yang hadir
sebagal dogmasosial. Di s lain, kebebasan pada
leve individu dan kebebasan padalevel masyarakat
senantiasa eksis di luar dogma kebebasan pers
tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh
Bonnie Brennen (2000) jugamengelaboras se-
putar pemikiran LouisAlthusser terkait dengan
komunikas dan kebebasan. Menurut Brennen
(2000), pemahamanAlthusser tentang kebebasan
merupakan sebuah kreas ideologi yang tidak
hanya dimaksudkan untuk memberikan peran
ideologi tertentu dalam melahirkan konstruks
hubungan sosid yang bersifat khusus, akan tetapi
sebagai dasar untuk menanyakan kompleksitas
saling pengaruh antara media, masyarakat, dan
nilai-nilai kebebasan itu sendiri. Kepentingan publik
pada mulanyamerupakan legitimas dasar yang
melahirkan adanya kebebasan pers. Dalam prak-
tiknya, atas namakepentingan publik, negaraatau
pemerintahan jugasering membatas kebebasan
pers. Negara menggunakan mediasebagai arena
propaganda yang dimaksudkan untuk menjaga
kepentingan publik.

Publik menjadi katayang terbukauntuk
diintrepretasikan. Negaraatau pemerintah, ma-
syarakat, dan mediabisamendapatkan legitimas
atas hak dan tindakannya atas nama publik dan
kepentingan publik. Konsep kepentingan publik
membukaruang interpretas yang beragam antara
negara, individu, dan masyarakat, termasuk juga
olehmedia

Adasgumlah definis yang terus menjadi
kontrovers dalam memaknai konsep publik.
Menurut Wolfgang Donsbach and Michael W.
Traugott (2008:1) konsep publik sudah lama
dielaborasi oleh parailmuwan sosial, humaniora,
filsafat dan ilmuwan politik. Jurgen Habermas
(1962) mengemukakan empat sudut pandang
dalammendefiniskan publik; (1) dari agpek hukum
(judicial), terkait dengan hak dan akses publik;
(2) dari aspek politik, terkait dengan kepentingan
publik (publicinterest); (3) dari aspek represen-
tasional, terkait dengan peristiwayang mencer-
minkan eksistens publik; dan (4) dari aspek ko-

munikad, terkait dengantindakan komunikas yang
dilakukan dari, oleh, dan untuk publik.

Negara demokras selalu hadir dengan
kebebasan pers untuk mengawal kepentingan
publik. Media dan publik menjadi duasis mata
uang yang saing melekat. Menurut ThomesMeyer,
adatigadimens terkait dengan polarelas antara
media dan publik yaitu; Pertama, media dapat
menjadi ruang publik bagi terjadinya interaks
politik ikut mempengaruhi pembentukan sistem
komunikasi politik di kalangan publik. Pemben-
tukan karakter dan agenda politik berlangsung
yang secaraterbuka; Kedua, mediatidak hanya
menjadi cermin dari kehidupan politik tetapi
melakukan generalisas realitas politik, meng-
konstruksi realitas politik sebagal sesuatu yang
bersifat kompleks dan mengundang antusiasme
respon publik; Ketiga, konstruks reditasmedia
atas dunia politik secaraaktif akan memperkuat
komitmen pencgpaiantujuan politik ided dari partai
politik atau politis dankontrol publik yang tajam
atasprosesitu (Meyer, 2002).

Kontestas K ebebasan Persdan K epentingan
Publik

Media massa di manapun memiliki
tanggung jawab esensial bagi kehidupan sosia,
budaya dan politik yang semestinyamemberikan
manfaat positif bagi publik (McQuail, 1992:70-
71). David Croteau and William Hoynes(2000 :
20) menjelaskan adatigamodel polarelas media
terkait dengan institus publik yaitu; Pertama,
modd polarelas antar intstus, misanyainteraks
antara industri media dan pemerintah; Kedua,
modd polardas yang berlangsung di dalaminsti-
tus, dalamhal ini melibatkan interaks peran dan
poss masing-masing bagian atau unit dalamingi-
tus mediadan supporting syssemmedia. Ketiga,
mode polarelasi antaraingtitus-institus dengan
masing-masing individu yang menjadi bagian dari
kelompok-kelompok sosia, termasuk di sini an-
taramediadan audiens.

Menurut David Croteau and William
Hoynes (2000 : 22-23), adatiga arena pola hu-
bungan ingitus mediadan lingkunganindustri me-
diayaitu; Pertama, model pola hubungan yang
berkembang antar ingtitusi. Sgumlah pertanyaan
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penting di Sini misalnya, bagaimanainstitus di luar
media—seperti pemerintah, civil society, parpol
dan korporasi mempengaruhi industri media?
Bagaimana industri media juga mempengaruhi
institus di luar media—seperti pemerintah civil
society, parpol, dan korporas?

Kedua, model pola hubungan yang ber-
kembang di dalamingtitusi. Dalamhd ini struktur
industri mediamempengaruhi produk kerjadan
jugaindividu pekerjamedia? Bagaimana produk
kerjadan individu pekerjamediamempengaruhi
struktur industri mediatersebut?

Ketiga, model polahubungan yang ber-
kembang antarainstitus mediadan publik. Dalam
hal ini, bagaimanaindustri-industri mediamempe-
ngaruhi audiensmelalui sgumlah pesan, beritaatau
program-program tayangan yang disampaikan?
Bagaimanakalangan audienstersebut menafsirkan
dan menggunakan pesan, berita atau program-
programtayangan yang disampaikan?

Secaraumum, keduanyaberlangsung da-
lam pengaruh tarikan arus kuat duamainstream
utama yaitu Market Model dan Public Sphere
Model. Dua kecenderungan orientasi antara
public sphere model dan market model yang di-
tunjukkan dengan sembilanindikator di atasmen-
jadi hal dilematisdalam menjamin kelangsungan
kebebasan persdan kepentingan publik.

Konstruks kebebasan pers dan kepen-
tingan publik yang hadir dalam sebuah negarade-
mokras tergantung padabagaimanakondis ruang
publik yang terciptadi dalamnya (Seyla Benhabib
daam Craig Calhoun, 1992:73). Menurut Craig
Cahoun adatigamodd kecenderungan konstruks
ruang publik; (1) konsep ruang public agonistic
(agonistic concept of public sphere); (2) model
ruang publik liberal (liberal model of public
gphere) dan (3) ruang publik diskursif (discursive
model of public sphere) (Seyla Benhabib,
1992:74-98).

Ruang public agonistic biasanya eksis
dalam rezim otoriter, sedangkan ruang publik
mode liberd danruang publik model diskursf hedir
dalam rezim demokratis. Ruang publik liberal
ditandai dengan kebebasan diskursusdalam ruang
publik, namun tidak ada garansi terhadap aspek
egditarian dan kesetaraan antaraaktor atauwarga
negaradalam berdiskursusdalam ruang publik.

Sebaliknya, ruang publik model diskursif adalah
ruang publik ideal di manakebebasan diskursus
dalamruang publik didukung oleh adanya egali-
tarian dan kesetaraan antar aktor yang ada di
daamnya.

Ruang publik model diskursif ini sebe-
narnyamerupakan ruang publik yang ideal di mana
kebebasan pers akan terjamin dan akan cenderung
sgiaan dengan kepentingan publik. Model seperti
ini sangat sulit diwujudkan. Hal yang sering hadir
dalam negara demokrasi adalah ruang publik
modé liberal di manamasih membukaruang ada
nyadominas aruskekuasaan yang bersumber dari
nilai-nilai tertentu—baik ekonomi, politik, agama,
adat dan lain-lain—kian mendominasi dalam
diskursusdi ruang publik tersebut.

Peristiwa yang berlangsung di Aceh
merupakan pembahasan yang terkait dengan feno-
menatersebut. Dalamkonteksini kebebasan pers
yang merupakan nilai-nilai universal sebagai
prasyarat utamademokras mendapatkan beragam
di wilayahtersebut, yaitu nilai-nilai 1dam. Muncul-
nyasgumlah gagasantentang kemungkinan adanya
gonun (perda) yang mengatur medialdami di Aceh
menunjukkan tidak menutup kemungkinan adanya
potens benturan adanya kebebasan pers dan
kepentingan publik di Aceh.

M etode Pendlitian

Penditian ini menggunakan metode studi
kasus. Sebagai salah satu metode dalam ranah
metode penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor
menjelaskan bahwa metode penelitian ini dapat
menghasilkan data deskrips dari fenomenayang
diamati. Selainitu, metode pendlitian ini dimaksud-
kan untuk memahami ggjalasosial secaraholistik.
Metode pendlitian kualitatif juga dimaksudkan
untuk memahami fenomenasosa dengan menge-
laboras alasan tindakan sosd atau maknasosial
(reasons, social meanning) (Moleong, 2010:4).

Metode pendlitian sudi kasusini digunakan
untuk menjelaskan padaaspek howdanwhy (Yin,
1996: 1). Padafenomenaini; Pertama, bagaimana
kontestas kebebasan persdan kepentingan publik
seiring dengan rencana pemberlakuan Qonun
Medialdlami di Propins NangroeAceh Daarus-
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sdlam?Kedua, mengapaterjadi kontestas konsep
kebebasan pers dan kepentingan publik di Proping
NangroeAceh Daarussam?

Adapun pengumpulan data penelitianini
dilakukan dengan wawancaramendalam (depth
interview). Wawancaramendalam dilakukan ter-
hadap narasumber kunci (key informant). Infor-
man kunci yang diwawancaral secaramendalam
terdiri atas elit pengambil kebijakan dan orang
yang pahamtentang duniapersdi NanggroeAceh
Darussdlam (NAD). Secaraumum, prosesdanta-
hapan riset ini terdiri atastiga bagian besar. Gam-
bar 1 menyajikan proses dan tahapanriset. Wa-
wancaradilakukan secaralangsung dengan nara:
sumber. Adalimajenis narasumber yang menjadi
sumber dataddam pendlitianini. Pertama, pekerja
mediaatau jurnalis. Kedua, pejabat pemerintah
yang terkait penyusunan dan pengambilan kebi-
jakan serta pelaksanaan Perda Qonun Media
Islami. Ketiga, kalangan Dewan Perwakilan
Rekyat Daerah (DPRD) Acehyang terkait dengan
proses penyusunan Perda Qonun Media | lam.
Keempat, tokoh masyarakat dan tokoh agamadi
Aceh. Kelima, para akademis dan pengamat
media, komunikasi dan kebudayaan di Nangroe
Aceh Daarussalam. Masing-masing narasumber
berjumlah empat orang. Semuainforman kunci
yang diwawancarail adalah 20 orang narasumber
penting di NangroeAceh Darussalam (NAD).

Has| Pendlitian dan Pembahasan

Kontestasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam
ArenaDesentralisas dan Otonomi K husus

PascadisahkannyaUndang-Undang (UU)
No.11 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh,
euforiagonun (perda) terusberlangsung di Aceh.
Dengan adanyaUUPA tersebut, keistimewaan dan
kekhususan Aceh ditafsirkan telah mendapatkan
payung hukumyang kuat untuk menjalankan tata
pemerintahan dan juga pemberlakukan syariat
Islamdi Aceh.

Pascareformas pemerintah pusat pernah
mengeluarkan UU No.44 tahun 1999 tentang pe-
nyelenggaraan keistimewaan Provins Daerah
|stimewaAceh. UU ini bermuladari pengguanusul
inisiatif anggota DPR asal Aceh. Pemberlakuan
UU No. 44 tahun 1999 disambut gembira oleh

1. PENYUSUNAN DESAIN RISET
AWAL ( NARASUMBER DAN TOR
PERTANYAAN )
D ESA I N 2. DISKUSI DENGAN
R ISET NARASUMBER UTAMA
3. DESAIN RISET FINAL
4
4. WORKSHOP / PELATIHAN UNTUK
PEWAWANCARA
WAWANCARA 1
5. WAWANCARA LAPANGAN
6. KODING DAN REKAP DATA
ANALISIS
DATA v
7. ANALISIS DAN PENULISAN
LAPORAN

Gambar 1. BaganAlir Prosesdan Tahapan Riset

kalangan pendukung penerapan syariat Iam di
Aceh. Berpijak dari UU No.44 tahun 1999 ini
kemudian melahirkan serangkaian peratutan dae-
rahlainnya. Peraturan daerah yang lahir kemudian
seperti Peraturan Daerah No. 3 tahun 2000 ten-
tang Mg dis Permusyawaratan Ulama, yang diun-
dangkan padatanggal 22 Juni 2000. Selain itu,
Peraturan Daerah No.5 tahun 2000 tentang pe-
laksanaan syariat |lam yang diundangkan pada
tanggal 25 Agustus 2000. Bersamaan dengan
perdatersebut, lahir pulaPerdaNo. 6 tahun 2000
tentang penyelenggaraan pendidikan dan juga
PerdaNo.7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan
kehidupan adat (Panggabean, 2006).

Langkah pengundangan UU No.44 tahun
1999 oleh pemerintah pusat dinilai belum berhasll
memenuhi aspiras masyarakat Aceh. Makadua
tahun kemudian, Pemerintah Pusat mengeluarkan
UU No.18tahun 2001 tentang Proving Nangroe
Aceh Darussalan(NAD). UU ini mengatur lebih
jauh tentang otonomi khusus bagi NAD. Bebe-
rapahal yang diatur seperti Mahkamah Syariat,
Qonun, Lambang Daerah, Zakat sebagai pema-
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sukan daerah, kepolisian dengan ciri khasAceh,
Kepemimpinan Adat dan lainnya. UU ini diun-
dangkan padatanggal 9 Agustus 2001. Kebera-
daan UU ini dinilai menjadi pendorong yang mela-
tarbelakangi pengimplementasian syariat |lam
dalam bentuk yang luas—sering disebut dengan
“pelaksanaan syariat | dam secara kaffah” .

Panggabean (2006) melihat bahwa
berdasarkan tinjauan dari berbagai qonun dan
rancangan gqonun yang hendak disusun di Aceh
memperlihatkan adanya ambisi legidatif untuk
memasukkan dan mengatur konseps syariat |s-
lamke dalamlegidas. Pendifinisian syariat Idam
secaraluas—yakni tuntutan gjaran | lam dalam
segalaaspek kehidupan—menjadikan kekuatan
judtifikes begi agendakaangan legidatif. Kalangan
legidatif belum memikirkan apakah berbagai
ketentuan yang dibuat mampu diterapkan atau
selaras dengan kehendak dan kondisi aktual ma-
syarakat Aceh.

Berdasarkan UU No.18 tahun 2001, be-
berapaingitus birokrasi dibentuk meldui sgumlah
perda. Dinas Syariat IdamProving NAD dibentuk
berdasarkan PerdaNo.33 tahun 2001. Dinasini
bertugas sebagai penanggung jawab perencanaan
dan pelaksanaan syariat ISamdi NAD, terutama
dalam kaitannya dengan penyiapan rancangan
gonun pengamalan syariat | lam, pembentukan
mahkamah syariat di seluruh Aceh, penyiapan
tenaga dan sarananya,membantu dan menata pe-
nyelenggaraan peribadatan, mengawas pelak-
Sanaan syariat | dam sertamemberi bimbingan dan
penyuluhan tentang pelaksanaan syariat |lam.
Selain itu, Pemerintah NAD juga membentuk
Bagian syariat 1dam di Kantor Gubernur dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap-
peda) Proving.

Setdah berlakunyaUU No.18 tahun 2001
muncul beberapa perda dan qonun. Pertama,
Perda No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Syariat 1am. Kedua, Perda No.6 tahun 2000
tentang penyelenggaraan pendidikan. Ketiga,
PerdaNo.7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Kehidupan Adat. Keempat, Qonun no.10 tahun
2002 tentang Mahkamah Syariat. Kelima, Qonun
No.11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan syariat | s-
lam bidang Aqgidah, Ibadah, dan Syiar Idam.
Keenam, Qonun No.12 tahun 2002 tentang La-

rangan Minuman Khamar dan Sejenisnya. Ketu-
juh, Qonun No.13 tahun 2003 tentang Maisir
(Perjudian). Kedelapan, Qonun No.14 tahun
2003 tentang Khalwat (Mesum). Kesembilan,
Qonun Provinst NAD No.7 tahun 2004 tentang
Pengelolaan Zakat. Kesepuluh, Qonun No.11
tahun 2004 tentang tugasfungsiona Kepolisian
NAD.

Padaawal Maret 2003, pengadilan agama
di NAD dikonvers menjadi Mahkamah Syariat.
Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Keppres
No.11 tahun 2003, dan UU NAD No.18 tahun
2001, yang selanjutnya diatur dalam Qonun
No0.10 tahun 2002. Adapun jumlah mahkamah
syariat yang diresmikan pada waktu itu ada 20
buah, yaitu: Mahkamah Syariat Provins, Mah-
kamah Syariat BandaAceh, Janto, Sigli, Lhok-
sukon, Lhokseumawe, Calang, Meulaboh,
Kutacane, Tapak Tuan, Bireun, Pidie, Kuala
Simpang, Sinabang, Singkil, Meuredu, Langsa,
Takengon, Sabang, dan Blang-kajeren.

Wacana penerapan Mahkamah Syariat
tersebut menyurut ketikaPemerintah Pusat kembdi
menerapkan Operas Militer terpadu dengan
Pemerintahan Darurat Militer di NAD padatanggd
19 Mei 2003. Gerakan separatisme GAM yang
semakin meluas, dan gagalnya serangkaian upaya
perundingan RI-GAM—yang dikenal sebagai
kesepakatan Penghentian Permusuhan (CoHA,
Cessation of Hostilities Agreement)—menye-
babkan Pemerintahan RI mengambil keputusan
tersebut.

Padamasa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Jusuf Kdla(SBY-JXK) Operad Militer
terpadu dengan Pemerintahan Darurat Militer di
NAD berakhir setelah disepakatinyaMoU Hel-
gnki. Pemerintah pusat kemudian merespon MoU
Helsinki tersebut dengan kebijakan otonomi khu-
susuntuk NAD melaui payung hukummelaui UU
No.11 tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh
(UURA). Pilkadalangsung kemudiandigelar untuk
menghasilkan para kepala daerah atau wakil ke-
paladaerahdi Aceh, baik padalevel propingd, dan
kabupaten atau kota.

Euforiagonun terkait dengan pelaksanaan
gyaria |damdi Acehjugaterusberlanjut. Kaangan
legidatif di Acehterus bekerjauntuk menyusun

sgiumlah Qonun yang dianggap sangat diperlukan
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Keputusan
presiden No 11
Tahun 2003

UU No.18 tahun 2001 tentang Provinsi Nangroe
Aceh Darussalam(NAD)

I
>

Dinas Syariat Islam Provinsi NAD dibentuk
berdasarkan Perda No.33 tahun 2001

™ Majelis Permusyawaratan Ulama dibentuk
berdasarkan Perd No.3 tahun 2000

Islam

»| PerdaNo.5 Tahun 2000 tentang Pel aksanaan Syariat

Perda No.6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan

»| Perda No.7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Kehidupan Adat

,| Qonun No.11 tahun 2002 tentang Pel aksanaan Syariat Iam
bidang Agidah, Ibadah, dan Syiar Islam

»] Qonun No.12 tahun 2002 tentang Larangan Minuman
Khamar dan Sejenisnya

Qonun No.13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)

> Qonun No.14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

"] _Zakat.

Qonun Provinsi NAD No.7 tahun 2004 tentang Pengelolaan

"] NAD

Qonun No.11 tahun 2004 tentangtugas fungsional Kepolisian

Qonun no.10 tahun 2002 : Pengadilan agama di NAD
dikonversi menjadi Mahkamah Syariat (Ada 20
Mahkamah Syariat)

Gambar 2. Adaptasi dan Tantangan Khusus Kepolisian di Aceh
Sumber : diadaptasi dari Panggabean (2006:12-25).

bagi masa depan NAD. Dari rancangan gonun
yang adaini di Aceh hingga 2007, setidaknyaada
tigarencana. Pertama, gonun tentang pember-
dayaan masyarakat di bidang komunikas dan
sseminformas. Kedua, gonun yang secaraspe-
sifik terkait dengan pers dan penyiaran islami.
Ketiga, qonun tentang trangparans penyelenggara
pemerintah dan partisipas masyarakat.

Sebagai produk regulasi ketigaUU ter-
sebut memiliki kedudukan yang setara. Namun
secara kewilayahan (teritori) UU No.11 tahun
2007 memiliki otoritas yang penuh di dalam me-
mayungi pelaksanaan otonomi khusus di Aceh.
Sementaradalam UU No.40 tahun 1999 dan UU
No.32 di dalamnyatidak memberikan aturan pe-
ngecualian pada daerah-daerah yang menjalan-
kan otonomi khusus. Sis lain, gonun medial dami
dianggap tetap penting untuk disusun dan memi-
liki legitimas yang kuat karenasesual dengan UU
No.11 tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh.
Konflik interpretas pemberlakuan regulasi akan
kian kentara, apaagi jikanantinyaterjadi benturan
atau gesekan kepentingan antara kebasan pers
atau mediadan kepentingan publik di Aceh.

K ontestas Nilai-Nilai Demokras dan Nilai-
Nilai |slam di Aceh

Secara normatif, nilai-nilai demokras
memiliki keterkaitan erat dengan ssemkomunikas
yang berkembang padasuatu negaraatau wilayah
tertentu. Sitemkomunikas ini terutamadicermin-
kan dari payung hukumregulas yang menjadi dasar
penyelenggaraan kinerjapersdi masing-masing
wilayah atau negaratertentu. Persoaan kemudian
muncul ketikamuncul payung hukumyang berbeda
antarasuatu negaradengan daerah tertentu—yang
menjadi bagian dari negara tersebut—dalam
menyikapi kebebasan pers dan perannya dalam
demokras.

Di luar faktor regulasi, konseps (struktur
pemikiran) dan praktik(struktur tindakan) yang
terjadi dalam ruang publik dalam merespons
kebebasan pers sangat beragam. Konseps dan
praktik dalamruang publik padalevel nasiond dan
lokal ini dalam banyak hal ternyata berbenturan
dantidak sgdan dengan nilai-nilai dasar yang telah
disepakati secaranasiona (national value). Per-
sodantersebut kian rumit ketikapascareformes,
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UU No.11 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Aceh(UU PA)

~
»

Rencana ganun tentang pemberdayaan masyarakat di bidang
komunikasi dan sistem informasi

penyiaran islami

»| Rencana ganun yang secara spesifik terkait dengan pers dan

A\ 4

Rencana ganun tentang transparansi penyelenggara
pemerintah dan partisipasi masyarakat

Gambar 3. Hasil wawancara dengan DPRA dan DPRD Aceh.

kebijakan desentralisasi dan otonomi selama
beberapatahun digulirkan di Indonesiaternyata
menyuburkan dominas nilai-nilai loka (local
val ues) tertentu di daerah.

Adabeberapafaktor yang terkait dengan
nilai demokrasi lokal. Pertama, pola kebijakan
dan status otonomi daerah ternyata memiliki im-
plikas yang beragam, ada daerah dengan status
istimewadan otonomi khusus (seperti aceh), dae-
rah dengan statusotonomi khusus (seperti Papua),
daerah dengan status daerah istimewa dengan
otonomi (DKI Jakartadan DIY') dan daerah de-
ngan statusotonomi (semuadaerah di luar daerah-
daerah di atas). Statusyang berbedatersebut me-
miliki sgumlah payung hukum yang berbedajuga.
Daerah yang memiliki satusotonomi khususdiatur
dengan UU otonomi khusus, seperti Aceh dengan
UU Pemerintahan Aceh.
loka yang berkembang di masing-masing wilayah
atau daerah. Dalamhal ini, apakahinteraks dan
strukturas tersebut menghasilkan local values
yang bersifat pluralistik dan sgjalan dengan na-
tional values. Atau judruinteraks dan grukturas
tersebut menghasilkan local valuesyang bersifat
monopolistik dan dominatif.

Ketiga, sejarah politik dan kekuasaan
masing-masing daerah atau wilayah di dalam
berinteraks dengan pusat kekuasaan politik. Fak-
tor ketigaini, seringkali menjadi persoalan yang
sangat sensitif, karena sejarah politik dan sikap
politik kalangan €lit politik lokal dan nasional
berpengaruh besar bagi perkembangan persepsi
dan perkembangan nilai-nilai dan identitas politik
publik masing-masing daerah.

Dinamikakebebasan pers dan kepentingan
publik yang berkembangan di Aceh tentu banyak
dipengaruhi olehketigafaktor di atas. Pascarefor-
masi, Aceh mendapatkan perlakuan politik yang
berbeda oleh masing-masing masa pemerintahan,
sgiak Pemerintahan Habibie, hingga pemerintahan
SBY-JK. Pada masa pemerintahan SBY-JK,
tercapai adanya Memorandum of Under stand-
ing (MoU) Helsinki. Pemerintah pusat kemudian
merespon MoU Helsinki tersebut dengan ke-
bijakan otonomi khusus untuk NAD melalui
payung hukumUU Pemerintahan Aceh.

Di luar persoalan kesepakatan politik
antara €lit politik dan nasional dan elit NAD
tersebut, ternyatamelahirkan beragamintrepretas
terhadap UU PA . Termasuk di dalamnya muncul
gagasan pembentukan gonun berkaitan dengan
media Islami di Aceh. Berikut dialektika peni-
laian kebebasan pers dan kepentingan publik di
Aceh.

Ada beragam penilaian terhadap kebe-
basan persdi Aceh. Hingga saat ini, tampak ke-
bebasan persdi Aceh tetap berjalan. Akan tetapi
kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat media
di Aceh harus mempertimbangkan situas, nilai
yang adayang dianut oleh masyaraket lokd. Kare-
namasyarakat Aceh mash memegang nilai adat,
nilai budayadan juganilai-nilai yang bersumber
dari nilai syariat itu nilai yang tidak bisaditinggal-
kan oleh masyarakat Aceh.

Praktik kebebasan persdi Aceh ditandai
dengan beberapa hal. Pertama, bagaimana me-
diamenggunakan kebebasan pers. Adaberagam
responsterhadap bagaimana mediamenggunakan
kebebasan pers. Pandanganini didasarkan pada
asumsi bahwaMediadi Aceh tidak samadengan
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medianasional. Adanilai-nilai tertentuyang men-  persdi Aceh masih adabatasan sesuai dengan UU
jadi dasar etistidaknya sebuah faktakebebasan.  yang digunakan.

K ebebasan tetap diberikan kebebasan namun ada Kedua, bagaimana pola penggunaan
kontrol dari masyarakat. Senadadengan Syah-  kebebasan persoleh media. Tampak memang ada
rizal, Mini juga berpendapat bahwa kebebasan  kemajuan kebebasan pers, dibandingkan dengan

UUD 1945 Hasl| Peraturan Pemerintah
Amandemen Tahun »] Keputusan Presiden atau
2002 Peraturan Presiden
Peratuan Menteri atau
Kementerian

UU No.20 Tahun UU No.32 Tahun A UU No.11 Tahun
1999 Tentang 2002 Tentang 2007 Tentang
Pers Penyiaran Pemerintahan

- Aceh(UU PA) - TA

| B A
| 1

1 1
.| Rencana ganun tentang pemberdayaan masyarakat di - F
E bidang komunikasi dan sistem informasi

» Rencana ganun yang secara spesifik terkait dengan pers [¢=
dan penyiaran islami

» Rencana ganun tentang transparansi penyelenggara -
pemerintah dan partisipasi masyarakat

Gambar 4. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Qanun

Keterangan:

A =Problem (intrepretad) relas antaraUU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dengan UU No. 11 tahun 2007
tentang Pemerintahan Aceh, dan sebaliknya.

B =Problem (intrepretasi) rdlasi antaraUU No.40 tahun 1999 tentang Persdengan UU No.11 tahun 2007 tentang
Pemerintahan Aceh, dan sebaiknya.

C=Problem (intrepretas) relas antara UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dengan rencana gonun tentang
pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan sistem informasi, rencana qonun yang secara spesifik
terkait dengan persdan penyiaran idami dan rencanagonun tentang transparansi penyel enggara pemerintah
dan partisipasi masyarakat, dan sebaliknya.

D = Problem (intrepretasi) relasi antara UU No.40 tahun 1999 tentang Pers dengan rencana gonun tentang
pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan sistem informasi, rencana qonun yang secara spesifik
terkait dengan persdan penyiaran idami dan rencanagonun tentang transparansi penyel enggara pemerintah
dan partisipasi masyarakat, dan sebaliknya.

E = Problem (intrepretas) relasi (kewenangan) antara Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden/ Peraturan
Presiden,dan Peraturan Menteri/Kementerian dengan UU No.11 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh.
F=Problem (intrepretasi) relas (kewenangan) antara Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden/ Peraturan
Presiden,dan Peraturan Menteri/Kementerian dengan rencana gonun tentang pemberdayaan masyarakat di
bidang komunikasi dan sigem informas.

G=Problem (intrepretas) relasi (kewenangan) antara Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden/ Peraturan
Presiden,dan Peraturan Menteri/Kementerian rencana gonun yang secara spesifik terkait dengan pers dan
penyiaranidami.

H = Problem (intrepretas) relasi (kewenangan) antara Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden/ Peraturan
Presiden,dan Peraturan Menteri/K ementerian rencanagonun tentang transparansi penyel enggara pemerintah
dan partisipasi masyarakat, dan sebaliknya
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masa sebelumnya. Namun ada beberapa yang
mendapatkan tempat pemberitaan di mediaada
jugayang tidak mendapatkan tempat pemberitaan.
Sehinggaterkesantidak seimbang.

Ada beberapapenilaian tentang kemgjuan
dan kemunduran kebebasan pers di Aceh, se-
andainya rencana pembuatan gonun mengenai
mediaitu benar-benar terlaksana. Pertama, dari
kalangan parpol danlegidatif. Sebagian kalangan
ini mengaku belumtahu persis bagaimanamasa
depan kebebasan persdi Aceh, seandainyagonun
tersebut benar-benar dilaksanakan. Sebagian
kalangan lainnya beranggapan bahwajikagonun
media Islami tersebut dapat diwujudkan maka
mediadi Aceh dapat berperan aktif dalam pem-
baharuan masyarakat. Kalanganini jugaberpen-
dapat bahwa seandainya qonun media Islami
tersebut dilaksanakan tidak akan memberikan
dampak bagi kehidupan medianasional, karena
gonun tersebut ditujukan hanyauntuk mengatur
media-medialokal yang adadi Aceh.

Kedua, dari kalangan jurndisberpendapat
bahwa seandainya rencana pembuatan gonun
mengenal mediaitu benar-benar terlaksanamaka
hal ini menjadi sebuah kemunduran bagi kebebasan
persdi Aceh.Adajugakaangan jurnalisyang me-
nilai bahwa seandainya rencana pembuatan gonun
mengenal mediaitu benar-benar terlaksana per-
kembangan kebebasan persdi Aceh belum dapat
dinilai. Hal ini karenamayoritaskalanganjurnalis
belum mengetahui batasan-batasan apa sgjayang
ditentukan dalam gonun medialdami tersebut.

Ketiga, dari kalangan masyarakat. Ada
beberapa pendapat yang berkembang di kalangan
masyarakat seandainya gonun tersebut benar-
benar dilaksanakan di Aceh. Sebagian kalangan
masyarakat berpendapat bahwa jika gonun
tersebut dilaksanakan di Aceh makahal tersebut
dinilai akan memberikan kemajuan bagi ma-
gyarakat Aceh. Namun potens kemagjuan tersebut
sangat tergantung padamasyarakat Aceh sendiri.

Kaangan masyarakat lainnya menilai
belum dapat memprediks apakah ketika gonun
tersebut diberlakukan merupakan kemagjuan atau
kemunduran bagi Aceh. Sebab, penilaian tentang
kemajuan atau kemunduran setelah pemberla-
kukan gonun medialslami tersebut sangat dipe-
ngaruhi oleh indikator yang digunakan dalam

penilaian. Ada juga kalangan masyarakat yang
media pemberlakuan gonun media Ilami akan
mendorong kemunduran bagi media-mediayang
adadi Aceh.

Keempat, dari kalangan pemda. Kadangan
pemda menilai bahwa seandainya qonun media
|dami tersebut diberlakukan, dampak kemajuan
dan kemunduran bagi Aceh masih belum dapat
dinilai, karenamayoritasmasyarakat Aceh belum
mengetahui isi draft qonun tersebut. Kalangan
Pemda lainnya berpendapat seandainya gonun
tersebut benar-benar dilaksanakan tidak akan
menimbulkan masalah sejauh berisi tentang hal-
hal yang positif bagi kemajuan masyarakat Aceh.
Hal yang diatur dalam qonun tersebut harus beris
hal-hal yang dapat disepakati bersamaoleh ma-
syarakat Aceh.

Penilaiantentang perlutidaknyaadaaturan
lain mengenai mediadi Aceh selain UU Persdan
UU Penyiaran di Aceh datang dari berbagai ka-
langan. Pertama, penilaiandari kalangan parpol
dan legidatif. Adabeberapa pendapat yang ber-
kembang di kalangan ini. Sebagian kalanganini
berpendapat bahwa keseluruhan UU Mediadan
Persyang ada di Aceh harus sama dengan yang
berlaku secaranasiona, karenaAceh merupakan
bagian dari Indonesia. Kalangan parpol dan le-
gidaif lainnya berpendapat berbeda. Menurut
mereka, Aceh harusbisamembuat UU Mediadan
Pers yang berbeda berdasarkan penjabaran UU
No.11 tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh.

Kedua, kalangan jurnalis berpendapat
bahwa aturan lain mengenai mediadi Aceh selain
UU PersdanUU Penyiarandinilai tidak perlu. Hal
yang lebih penting dilakukan di Aceh saat ini addah
melakukan sosalisas UU Persdan UU Penyiaran
secara meluas. Adanya ide penyusunan gonun
media ldami dikhawatirkan akan mempersempit
substans niliai-nilai Idamdan syariat | damyang
dijalankan di Aceh. Adajuga sebagian kalangan
jurnalis yang berpendapat bahwa aturan lain
diperlukan untuk mengatur persyang Islami di
Aceh. Alasannya, aturan tersebut dimaksudkan
untuk menjagakekhasan Aceh,budayaAceh dan
gyariat Idami di Aceh.

Ketiga, kalangan masyarakat berpen-
dapat bahwaaturan lain mengenai mediadi Aceh
sdlanUU Persdan UU Penyiarandinila tidak per-
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lu. UU Persdan UU Penyiarandinila sudah cukup
dalam mengatur kehidupan mediadi Aceh. Bahkan
kedua UU tersebut hingga saat ini dinilai belum
dijalankan di Aceh. Kendati demikian, adajuga
kalangan masyarakat lainnyayang berpendapat
bahwaaturanlain—selan UU Persdan UU penyi-
aran—tetap diperlukan. Alasannya, secarakongti-
tus, NAD merupakanteritoria syariat Idam. Ke-
beradaan qonun medial dami dianggap tetap dibu-
tuhkan karena sesuai dengan kekhususan daerah
Aceh.

Keempat, kalangan Pemdamenilai bahwa
aturanlainmengena mediadi Acehsdlan UU Pers
dan UU Penyiarandinilai sangat tergantung pada
kebutuhan yang adadi Aceh. JkakeduaUU ter-
sebut dirasa cukup oleh masyarakat Aceh, maka
gonun medialdami tidek lagi dibutuhkan. Namun
jikamasyarakat Aceh merasaperlu adanyagonun
medialslami, maka bisasgjagqonun medialslami
disusun. Selain dari faktor tersebut, faktor per-
setujuan pemerintah pusat dinilai juga sangat
menentukan. Dalam hal ini, jikapemerintah pusat
menyetujui adanya gonun media |slami,maka
keberadaan gonun medialdami tersebut bisasga
disahkan. Namun jikapemerintah pusat tidak me-
nyetujui makagonun terssbut dianggap tidak perlu.
Ada jugakalangan Pemda yang menilai bahwa
gonun medialdami tetap diperlukan di Aceh. Se-
bab, Aceh dianggap sebagai daerah khususyang
berdasarkan syariat ISam.

Tantangan dan Paradoks Konsep Media
| lami

Gagasan pentingnyamengenai gonun me-
dialdami ada beberapafaktor. Pertama, alasan
yang sifatnya theologis yang di dasarkan pada
gjaran |slam. Kedua, alasan karenafaktor sosio-
psikologis. Pengelolaan medialokal masih me-
mungkinkan untuk dilakukan dengan baik, agar
mengedepankan kepentingan publik. Hal ini bi-
sa dilakukan dengan upaya-upaya koreks atau
mengawal di redaksional. Namun upaya-upaya
tersebut semakin sulit dilakukan terhadap sebuah
mediayang pusatnyadi Jakarta atau di berbagai
belahan dunia. Karenaketikamemasuki eraglo-
bal itu, tidak adalagi batas-batas. Ketiga, karena
tuntutan konstitusi. Terbukti di dalam agenda
sosidisas UUPA yang dilakukan oleh DPRA,

alasan penyusunan gonun tersebut selalu dise-
butkan sesual dengan tuntutan undang-undang.
Dalam hal ini, keberadaan qonun media Islami
dianggap menjadi tuntutan dari diberlakukannya
UUPA. Kendatipun belum nampak adanya ke-
inginan masyarakat tentang pentingnya gonun
medialdami, namun banyak kalangan elit yang
berpendapat bahwa keberadaan gonun tersebut
merupakan tuntutan konstitus dalam UUPA
(Undang-Undang Pemerintahan Aceh). Bahkan
agendatersebut diagendakan dapa terlaksanatapi
dadam prolegatahun 2008. Keempat, alasanfaktor
kultural. Penyusunan gonun media tersebut
dianggap sangat mendukung bagi pemberlakuan
gyariat Idamdi Aceh. Adanyagonun medial dami
dianggap sangat penting agar media tidak
menyajikan hal-hal yang dilarang dalam Islam.
Dengan adanya qonun tersebut diharapkan me-
diamampu menyesuaikan diri dengan syariat Is-
lam yang dijalankan oleh masyarakat Aceh.
Kelima, alasan faktor kepentingan pendidikan.
Alasannya, untuk peningkatan pembangunan
kuditas pendidikan di kalangan masyarakat Aceh,
diperlukan seleksi terhadap substansi yang
disgjikan oleh media. Kendatipun ha tersebut sulit
untuk dilakukan—karenamediasudah begitu glo-
bal—namun yang terpenting adalah bagaimana
melakukan kontrol terhadap substans media. Hal
ini terutama perlu dilakukan terkait dengan
substang-substans mediayyang memberi dampak
negatif kepadaanak-anak dari segi pendidikan.
Adaberagamtantangandan maesalah utama
kebebasan persdi Aceh. Pertama, problemtrans-
parand. | dealnyaMediadi Aceh seharusnyame-
nyampaikan informasi yang benar kepadamasya
rakat. Artinyasemuainformeas itu dibukadan tidak
adayang ditutup-tutupi. Kedua, skap dan kehati-
hatian yang dilakukan oleh kalangan mediadalam
membuat berita. Ketiga, potensi kontrol dari pe-
nguasa,terkait dengan politik pemberitaan.
Keberaan kode etik jurnalistik dalam
mengatur kebebasan persdi Aceh dianggap mash
relevan dan memadai, kendatipun pelaksanaan
kodeetik jurnalistik ini perlu mempertimbangkan
sgumlah konsekueni. Kodeetik ini dianggap tidak
membawa dampak negatif bagi masyarakat Aceh
karenasfatnyayang universal. Selain dari aspek
mediayang menjalankan kode etik dan UU Pers,
keberadaan masyarakat juga dianggap masih
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penting di dalammengontrol pelaksanaan UU Pers
dan kode etik yang dipraktekkan oleh media di
Aceh. Pendapat yang lain juga muncul tentang
relevans dan kemampuan UU Persdankode etik
jurndistik di dalam mengatur kebebasan persdi
Aceh. Tidak semuakaangan memiliki interpretas
yang samaterhadap kodeetik danUU Pers. Sdlain
itu, tidak semuaorang A ceh jugapercayadengan
UU Pers. Kecurigaan mash muncul terkait dengan
kepentingan mediadan kepentingan politik lainnya
termasuk jugakepentingan otoritas agama.

Pemahaman menganai nilai-nilai |dam dan
konsep “ media Idami” merupakan dua faktor
yang sangat menentukan pentingtidaknyagonun
disusun,bagaimana gonun disusun dan apa sgja
materi yang dimuat daam qonun tersebut. Terkait
dengan pemahaman mengenai konsep “media
Idlami” tampak cenderung dirumuskan, dan
dipahami dalam konteks normatif. Pemahaman
dan konsep mengenai “media lslami” juga dia-
nggap masih belumjelas. Ketidakjelasanini sama
dengan apa yang dimaksudkan dengan konsep
gyariat Idam.

Adanyarencanapersislami itu tidak ter-
lepasdari pelaksanaan syariat idam. Persidami
bukan hal yang sangat penting untuk saat ini di
Aceh, namunhal yang dianggap jauhlebih penting
adalah persdapat bekerjalebihindependent dan
diberikan kebebasan dan tidak mewakili kepen-
tingan tertentu. Persyang mampu independendan
memenuhi hak rakyat dengan berpihak kepada
rakyat lebih dibutuhkan di Aceh, dibandingkan
pers yang berkepentingan politik tertentu. Pers
Ilami dianggap mencerminkan kepentingan
tertentu.

Hal yang terpenting dibutuhkan bagi
perkembangan di Aceh adaah bagaimanamedia
memberikan perhatian padatiga hal. Pertama,
terkait dengan masalah pemberdayaan di bidang
komunikas dan sisteminformas. Kedua, bagai-
manasupaya publik ini bisa mendapatkan infor-
meas yang utuh dan akurat dari pemerintah daerah.
Termasuk ddamhd ini terinformasikannyahd-hal
apa sgja yang harus dilakukan oleh pemerintah
daerah. Ketiga, media menyampaikan pembe-
ritaan yang berisi respon bagaimanayang harus
dilakukan oleh masyarakat secaraumum.

Ketiga hal tersebut menjadi perhatian
cukup tinggi dari DPRA itu sendiri. Rencanaga-

nunnyayang hendak diselesaikan sampai dengan
periode 2007-2012, memuat tigahd tersebut. Dari
rancangan gonunyang adaini di Acehhingga2007,
adatiga qonun yang berbicaramasalahiitu. Per-
tama, gonun tentang pemberdayaan masyarakat
di bidang komunikas dan sseminformes. Kedua,
gonun yang secara spesifik terkait dengan pers
dan penyiaranidami. Ketiga, gonun tentang trans-
parang penyelenggarapemerintah dan partisipas
masyarakat. Menurut H. Raihan Iskandar, dari
ketigagonun tersebut hal yang diharapkan adalah
adanya iklim transparans informasi dan dalam
bingkai syariat idamyang daamUUPA

Terdapat sgjumlah penilaian mengenal
kelebihan dan kekurangan perkembangan usulan
gonun di Aceh. Penilaian tersebut berasal dari
kalangan Pemda, DPRA, Civil Society dan Ma-
syarakat. Di kalangan Pemda kehadiran gonun
tersebut dianggap memiliki sejumlah kelebihan.
Kehadiran gonun tersebut dinilai akan lebih sin-
kron dengan adanya ketentuan pemberlakuan
syariat dam dan juga penting dalam menunjang
pembangunan pendidikan. Melalui kehadiran
gonun tersebut dihargpkan masyarakat Aceh men-
dapat informasi-informas media yang sesual
dengan syraiat Idlami. Selain itu, keberadaan
gonun media Ilami tersebut juga diharapkan,
berita-beritayang beredar di masyarakat meru-
pakan sebuah kebenaran yang pasti dan tidak
menimbulkan fitnah.

Kehadiran Qonun Medialdami jugadi-
harapkan memberikan perimbangan kepada
pemberitaan yang dilakukan oleh media-media
lainnyayang adadi luar Aceh. Perimbanganinfor-
measi atau pemberitaan di sini baik terhadap me-
dia-media nasional maupun mediainternasional
yang dikonsums masyarakat Aceh. Mdalui gonun
media | lami tersebut diharapkan media-media
yang adadi Aceh mampu menygjikan berita-berita
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh dan
memberikan manfaat nyata kepada masyarakat
Aceh.

Di kalangan legidatif (DPRD atau DPRA)
ada beberapa penilaian yang berkembang. Kebe-
radaan gonun medial dami dianggap tidak perlu,
karenatidak memberikan manfaat nyata kepada
masyarakat Aceh. Keberadaan gonun media
|dami diyakini tetap dapat memberikan manfataat
kepada masyarakat. Asumsinya adanya gonun
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tersebut diharapkan mampu menghadirkan ke-
hidupan persdi Aceh yang mengedepankan nilai-
nilai 1dam dan mampu mendidik masyarakat se-
hingga melahirkan generasi yang sehat. Dalam
jangkapanjang dihargpkan meaui gonuntersebut,
diharapkan mampu melahirkan pemikiran ma-
gyarakat sebagamanatatanan masyarakat medani.
Daam kehidupan publik, masyarakat diharapkan
lebih tahu hak-haknya dan mengerti bagaimana
menuntut dan menggunakan haknya. Karena
dalam tatanan masyarakat madani, keterbukaan
informasi publik dapat dijalankan sebagaimana
aturan-aturan yang ada.

Sementaraitu, di kalangan civil society
ada beberapa pandanganterkait dengan rencana
pemberlakuan gonun medial dami. Keberadaan
gonun medial dami dinilai tidak akan memberikan
manfaat untuk publik. Keberadaan pers ketika
berinteraks dengan publik dinilai sudah memadai
diatur dalam UU No 40 tahun 1999. Yang dibu-
tuhkan di Aceh saat ini bukanlah lahirnyagonun
medialdami, namunkegiatan sosialisas UU ter-
sebut kepadamasyarakat.

Qonun disusun sesual dengan syariat idam
itu otomatis dimaksudkan untuk membantu pe-
laksanaan syariat |dam. Tujuanini dinilai mengan-
dung berbagai kerancuan karenaketidakjelasan
konsep syariat | dam seperti apayang hendak di-
jalankan di Aceh. Berbagal kelemahan akan mun-
cul apabila salah dalam penyusunannya akan me-
lahirkan qonun yang tidak sempurna.

Alasanlainnya, kelebihan dan kekurangan
gonun belum dapat dilihat karena belum jelas
ketentuan-ketentuan tentang medialslami yang
dimaksudkan oleh gonun tersebut. Dalamhal apa-
kah sekedar pe-label-an dan penggunaan istilah-
igtilahjurnalistik medial dami, atau tatacarayang
Idami, atau nilai-nilai yang Idami. Ketidakjelasan
membuat banyak kalangan civil society menjadi
tidak yakin dengan kejelasan pelaksanaan gonun
medialdami tersebut.

Penilaian dan tanggapan tentang gonun
media Islami dari kalangan masyarakat Aceh.
Pertama, kelompok yang optimis beraganggapan
bahwa keberadaan gonun media Isami dinilai
akan banyak memberikan manfaat bagi publik.
Dengan adanya qonun tersebut, publik akan
terpenuhi haknya, yaitu hak publik untuk men-
dapatkan informasi. Selainitu, dalam menyusun

batasan kepentingan persdan agama seperti tidak
menyebar fitnah dan lain-lain lebih jelas dapat
diaur.

Kedua, keberadaan gonun media | lami
jugadianggap bisamenjadi payung hukum bagi
pemenuhan berita-beritatentang (syariat) Idamdi
Aceh. Dengan adanya qonun tersebut, diasum-
sikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Aceh
tentang informas (syariat) |dam dapat dipenuhi.
Sis lain, media juga memberikan tempat bagi
pemberitaan atau informasi tentang pelaksanaan
(syariat atau nilai-nilai) | dam kepadamasyarakat
Aceh.

Ketiga, keberadaan qonun tersebut dinilai
dapat membantu pengembangan pelaksanaan
gyariat Idamdi Aceh. Daam hal ini opini dan syiar
syariat Islam diharapkan lebih mendapatkan
tempat (space) di mediayang adadi Aceh. Hal ini
dianggap penting karenaadanyaanggapan dimana
measih banyak masyarakat Aceh yang belum me-
mahami syariat [dam.

Sedangkan penilaian dan tanggapan yang
muncul dari kalangan partai politik terhadgp gonun
media | lami adalah sebagai berikut. Pertama,
gonun medialdami dianggap lebih banyak mem-
berikan manfaat dibandingkan dengan mediayang
cenderung liberal. Mengacu ke beberapanegara
(dengan mayoritas berpenduduk) Idamdi Irandan
Malaysia, kebebasan persperlu diatur agar tidak
melanggar syariat Idam.

Kedua, qonun media Isami dianggap
sudah sesuai dengan UU yang adadan tuntutan
publik Aceh terhadap kecenderunganis danta-
yangan mediayang menyajikan nilai-nilai(syariat)
|dam. Tayanganyang terlalu bebasdan penuh de-
ngan pornografi dan pornoaks dianggap sebagai
ancaman mora yang membahayakan masyarakat
Aceh.

Secara umum, kebebasan pers berten-
tangan dengan kepentingan publik di Aceh nampak
belum banyak muncul ke permukaan dan belum
terbukti. Hal ini antara lain didukung oleh pola
pemberitaan mediadi Aceh yang dianggap tidak
terlau sensasional. Pendapat lainnya mengata-
kan, kendatipun belum ada protes publik secara
konkrit ke permukaan,namun ada sebagian publik
yang menyampaikan protesnyadi Harian Serambi
Indonesiaterhadap is Saran televis melalui me-
diacetak.
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Mengenai kemungkinan “benturan”
kepentingan (conflict of interest) antara gonun
media | lami dengan peraturan mengenai media
nasional (UU Persdan UU Penyiaran) jikanan-
tinyarencanapembuatan gonunitu terlaksanaada
beberapa pendapat yang muncul. Pertama, ben-
turan kepentingan (conflict of interest) ada ke-
mungkinan bisaterjadi. Peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak boleh melanggar
perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun
untuk kasusAceh bukan persoalan manatinggi dan
rendah. Sebab melalui UU PA yang mengatur
mengena otonomi khusus, Aceh telah diberikan
kewenangan untuk mengurusurusanrumahtangga
sendiri. Menurutnyaperaturan daerah yang dibuat
di Aceh belumtentu sama dengan peraturan na-
sional. Peraturan daerah itu mengatur apayang
tidak diatur oleh peraturan nasondl.

Tentang berbaga kemungkinan munculnya
fenomena yang terjadi berkaitan dengan “ per-
tentangan” antara qonun (yang bersumber pada
gyariat |dam) dengan kebebasan pers seandainya
gonun mengenai mediadi Acehitu nantinyabenar-
benar terlaksana, belum dapat dipredikg, karena
belum diketahui is dari gonun tersebut. Sebagian
pengamat lainnyaberpendapat bahwa kemung-
kinan “pertentangan” tersebut bisa sgjaterjadi,
terutama terkait dengan penafsiran gonun dan
kasusnya.

Simpulan

Hinggasaat ini, tigaporos besar; negara,
korporas atau market atau kapital dan civil soci-
ety terusmenjeimasebagal kekuatan utamayang
terus berusshamendominas tafsr kebebasan pers
dan kepentingan publik tersebut. Posisi media
seringkali menjadi dilemetis, karenadi tengahtugas
muliamengawal kepentingan publik, seringkali
terjebak dalam perilaku yang dianggap “meanggar
kepentingan pribadi seseorang atau pencemaran
nama baik” atau bahkan media bisa sgja dapat
menjadi subjek pelaku “pelanggaran Hukum dan
Hak Asas Manusia(HAM)” baik oleh Negara,
Korporas atau Capital atau Market dan Civil
Society (Non Goverment Organizations).

Media massa sebagai pilar keempat de-
mokras (four edate) terusmenjadi persodanyang
problematik. Tarik menarik arus kepentingan

antara kekuasaan negara, modal dan intervensi
kepentingan masyarakat menuntut. Secaranorma:
tive, hal tersebut memang benar karena media
memiliki posisi dan peran sebagai pilar keempat
demokrasi. Pertanyaan yang patut dialamatkan
kepada mediadi sini sejauh mana konsep kebe-
basan pers dan kepentingan publik tersebut da-
pat diwujudkan oleh media?Publik yang mana?
Siapasajapublik yang dapat diklaim sebagai pi-
hak yang direpresentasikan kepentingannyaoleh
media?Hal inilah yang nampaknyamasih menyu-
litkan bagi mediauntuk menjelaskan posisinya.

Kerumitan ini muncul tak lain karena
konsep kepentingan publik (publicinterest) tidak
pernah secarajelasmampu dimaterialkan. Tarik
menarik penafsiran atas konsep kebebasan pers
dan kepentingan publik tampak nyata dalam
penyusunan Qonun Media Ilami di Propins
Nangroe Aceh Daarussalam. Hal semacam ini
yang kemudian berpotens menjebak mediadalam
bandul yang adakalanya mendekat dalam ke-
kuasaan negara, atas dasar konsep publik vers
negara, adakalanyamediaterjebak dalam bandul
yang lain seperti kekuatan kapital, maupun civil
society dengan dominasi nilai-nilai tertentu yang
ada dalam masyarakatnya, termasuk nilai-nilai
|damyang berkembang di Propins NangroeAceh
Daarussalam.
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